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WALI KOTA SURAKARTA

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2. Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
di
SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA
TAHUN 2026

Latar Belakang

Sesuai tertib Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa
“perencanaan penyusunan perkada merupakan kewenangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing”. Berdasarkan
Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang berbunyi “Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan
perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada’. Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya disebut Perkada di Lingkungan Pemerintah -
Kota Surakarta belum terlaksana dengan semestinya sebagaimana telah
diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkada di Lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta merupakan Peraturan Wali Kota yang diajukan setiap tahun
anggaran oleh perangkat daerah/unit kerja melalui Prbgram Pembentukan
Peraturan Wali Kota (Propemperwali). Dengan adanya Program Pembentukan
Peraturan Wali Kota, diharapkan akan menjadi tertib administrasi dalam fasilitasi

produk hukum Perkada di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
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2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Agar pembentukan Perkada yang tersusun secara terencana, terpadu dan
sistematis sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan Perundang-
undangan seb'agaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Tujuan
Agar pembentukan Perkada di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dapat
terlaksana secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan

memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan Perkada.

3. Ruang Lingkup
Pelaksanaan perencanaan penyusunan Perkada sebagai tahap awal sebelum
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan

Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Surakarta.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang; _

c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
5. lIsi Edaran

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

a. Peraturan Wali Kota selanjutnya disebut Perwali adalah produk Perkada di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

b. Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
yang akan melaksanakan pembentukan Peraturan Wali Kota harus mengajukan
usulan perencanaan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota.

c. Usulan perencanaan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota memuat
Uraian/Materi Pokok sesuai format terlampir.

d. Usulan perencanaan program pembentukan Perwali disampaikan melalui
Bagian Hukum Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 31 Desémber 2025.

e. Selanjutnya usulan perencanaan program pembentukan Perwali akan
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan
Peraturan Wali Kota (Propemperwali). '

f. Draf Rancangan Peraturan Wali Kota dan SK Tim Penyusun Peraturan Wali
Kota menjadi syarat untuk mengajukan:

1) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Perkada kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah; dan

2) permohonan penetapan rancangan Peraturan Wali Kota kepada Wali Kota
melalui Bagian Hukum.

g. Dalam hal perangkat daerah mengusulkan Peraturan Wali Kota di luar Program
Pembentukan Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan, harus mendapatkan

izin dari Wali Kota.

6. Penutup
a. Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman dalam perencanaan Peraturan Wali
Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.di Surakarta
padgtandgal (i6; Resember 2025
W VAR N,
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LAMPIRAN |

SURAT EDARAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN
KEPALA DAERAH MELALUI PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

TATA CARA PENGISIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN
KEPALA DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

(WAJIB) nomor urut pengisian
(WAJIB) judul Peraturan Wali Kota

(WAJIB) materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Wali Kota,
seperti bab dsb.

(WAJIB) apakah pengajuan Peraturan Wali Kota baru atau Peraturan
Wali Kota perubahan

(WAJIB) aturan yang mendasari perlunya disusunnya Peraturan Wali

Kota apakah Delegasi atau Atribusi dalam pelaksanaan wewenang

Pemerintah Daerah:

- DELEGASI merupakan amanat (perintah) dari suatu Peraturan
Daerah atau peraturan perundang-undangan di atasnya.

- ATRIBUSI merupakan pembentukan peraturan bérdasarkan

kewenangan pemerintah daerah (kebijakan).

(OPSIONAL) apakah disertai dengan kelengkapan lainnya, seperti surat
keputusan tentang tim penyusun Peraturan Wali Kota dimaksud, berita

acara, dsb.

(WAJIB) Perangkat Daerah/Unit Kerja/instansi terkait dengan materi

muatan penyusunan Peraturan Wali Kota




LAMPIRAN 11
SURAT EDARAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

FORMAT USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

Program Pembentukan Peraturan Wali Kota dari Badan/Dinas/Bagian . . .

NO

TENTANG

MATERI POKOK

STATUS

PELAKSANAAN

BARU/
UBAH

DELEGASI / ATRIBUSI

KELENGKAPAN
LAINNYA

UNIT/INSTANSI TERKAIT

5

6

Kepala Badan/Dinas/Bagian . . .

XXXXXXXXX




CONTOH PENGISIAN FORMAT USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

Program Pembentukan Peraturan Wali Kota dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2026

STATUS PELAKSANAAN DISERTAI
NO TENTANG MATERI POKOK KELENGKAPAN UNIT/INSTANSI
BARU / UBAH DELEGASI / ATRIBUSI LAINNYA TERKAIT

1. PETUNJUK . Penyediaan Fasilitas BARU DELEGASI 1. Draf 1. Inspektorat
PELAKSANAAN Bangunan dan Tata 2. Notula/FGD 2. Satpol PP
PERATURAN Letak Pasar (PERDA Nomor 2 | 3. Matriks 3. Bagian Hukum
DAERAH NOMOR 2 | 2. Klasifikasi Pasar Tahun 2024 4. BA antar Setda
TAHUN 2024 | 3. Tata Cara Pemberian, tentang perangkat daerah 4. BAPENDA
TENTANG Permohonan, Pengelolaan dan | 5. Keterangan/Penjel
PENGELOLAAN Perpanjangan, Pemberdayaan asan
DAN Pengembalian, Pasar Rakyat) 6. SK tim penyusun
PEMBERDAYAN Pencabutan SHP

PASAR RAKYAT

. Sanksi Administratif

Kepala Dinas Perdagangan Kota Sura_karta,

ttd

Arif Handoko, S.Sos, M.H.
Pembina Utama Muda/lVc
NIP. 19680423 198903 1 006
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